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GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 1% 9} KEP.GUB/INSPEKTORAT-1.1/2018

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN PETA PENGAWASAN

Menimbang

Mengingat

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

GUBERNUR JAMBI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipandang perlu
menetapkan Rencana Pengawasan Tahunan

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Jambi;

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
tentang Pembentukan = Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi .dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 75} sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara = Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); -

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, "Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerinhtah=Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2018 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 701);




Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001
tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional
Penyelenggaraan Daerah kepada Gubernur;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2016 Nomor 8);

16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat,
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi
Jambi (Berita Daerah Provinsi Tahun 2016 Normor 34);

Kesepakatan bersama antara Inspektorat Daerah Provinsi
Jambi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri, Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi tentang
jadwal dan objek pemeriksaan (Obrik) Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Peta
Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan
ini agar dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Objek
Pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Dalam hal terjadi perubahan jadwal dan objek pemeriksaan
akan dilakukan revisi  jadwal pengawasan vang
ditandatangani oleh Inspektur Provinsi Jambi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 201'.9 sampai
dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal d[- l4- 2018
Plt. GUBERNUR JAMBI

o
H. FACHRORI UMAR

Menteri Dalam Negeri RI;
Itjend Kemendagri RI;

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (3 Eks);

1

2.

3. Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi;
4

5

Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
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WIL  SUBBAG

OBJEK PENGAWASAN

KEGIATAN PENGAWASAN

SASARAN PENGAWASAN

PROGRAM
PRIORITAS

RUANG LINGKUP
PENGAWASAN

JUMLAH
PERSONIL
PENGAWASAN

JUMLAH
HARI
MAKSIMAL

JUMLAH
LAPORAN

ki

&
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11

12

14

2
JANUARI

3
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OPD PROVINSI JAMBI

F d dan asi i

Melakukan Pendampingan dan
penyusunan Laporan Keuangan 43 OPD

Laporan Keuangan 43

Laporan Keuangan

Anggota 31
Jumish 48

10

1 Nota Dinas

L S

OPD PROVINSI JAMBI

P i dan asi

F ingan dan
penyusunan Laporan Kinerda 43 OPD

Laporan Kinerja 43 OPD

Taporan Kinerja

PJ1
Koor 1
WP 3
Dainis 3
Katim 8
Anggota 31
Jumiah 48

1 Nota Dinas

TIM GASUNGAN

OPD PROVINSI JAMBI

Reviu Tender Pra DPA

Mengatahui RUP yang akan dilaksanakan oleh
OPD Lingkungan Pemerintah Provinst Jambi
Tahun Anggaran 2018

Penjabaran APBD tahun yang
bersangkutan

Pl
WP 1
Dalnis 1
Katim 1
Anggota &
Jumiah 10

10

1 Nota Dinas

TIM GABUNGAN

OPD PROVINSI JAMBI

Reviu Penyerapan Anggaran/Pengadaan
Barang dan Jasa Triwulan IV Tahun 2018

Mengetahul jumlah anggaran dan realisasi
anggaran Belanja (Belanja Barang. Belanja
Modal dan Belanja Bansos) dan PAD per
Triwulan dan Mengetahui jumiah dan posisi
PBJ yang telah dilakukan pelelangan,

o kontrak,
dan tingkat penyelesaian paket pekerjaan pada
setiap akhir Triwulan Tahun Anggaran 2018,

Penjabaran APBD tahun yang
bersangkutan

Pj1
WP 1
Dainis 1
Katim 1
Anggota &
Jumiah 10

1 Nota Dinas

PERENC ,
EVALUASI &
PELAPORAN

OPD PROVINSI JAMBI

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BPK RI JAMBI

Mengetahui persentase dan progres
penyelesaian tindak lanjul hasil temuan
pemeriksaan

PROVINSI JAMBI

PJ1
WP 1
Koor 1

Katim 7
Anggota 14
Jumiah 24

1 Nota Dinas

PEMERINTAH PROVINSI

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
ITJEND KEMENDAGRI

Mengetahui persentase dan progres
penyziesaian tindak lanjut hasil temuan
pemeriksaan

PROVINS| JAMBI

PJ1
WP 1
Koor 1
Katim 7

Anggota 14
Jumiah 24

1 Nota Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT PROVINSI JAMB!

Mengetahui persentase dan progres
penyetesaian tindak lanjul hasil temuan
pemeriksaan

KABUPATEN BATANGHARI

Katim

Anggota
Anggota

JUMLAH

1 Nota Dinas

]
KABUPATEN MUARO JAMBI

Katim
Anggota
Anggota

JUMLAH

1 Nota Dinas

KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR

Katim
Anggota
Anggota

wow W

JUMLAH

1 Nota Dinas
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f PEMERINTAN PROVING! TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN Mengatahui persenlate dan progres KABUPATEN TANJUNG Katim kS
i BPK R JAMB! penyelesaian tindak lanjut hasit temuan JABUNG BARAT Anggota 4
H pemenksain 1 Nota Cinas
: Anggota El
. JUMLAH
; * KABUPATEN  MERANGIN Kalm 3
Anggota 3
1 Nota Dinas
Anggata 3
JUMLAH
|
! KABUPATEN Katira 3
i sl
. SAROLAGUN Anggata N
1 Mota Dinas
] Anggela 3
JUMLAH
KAEUPATEN BUNGO Katim 3
¥ Anggota 3
+ Hota Dinas
Anggeta 3
JUMLAH
KABUPATEN TEBG Katm 3
Anggola 3
3 Nota Dinas
Anggota 3
JUNLAH
KABUPATEN KERINC) Kalim 3
Anggota 3
1 Nota Dinas
Anggota 3
JUMLAH
KOTA SUNGAI PENUH Kabm 3
Angpata 3
1 Nola Dinas
h Anggota 3
JUMLAH
2 FEERUARI TIM GABUNGAN CPC PROVINS! JAMB! LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA ULP & PCKJA GPD Lelang Pengadaan Barang & (PJ 1 WP 10 1LHP
Jasadi aas Rp.200t 1 Dalnis 1
Fatim 3
Anggata B
Jumiah 10
TIM GABUNGAN OPD PROVINSI JAMEI Pendampingan dan asistensi aset Diknas Laporan Asct PJ Y WP [ 1 Nola Dings
1 Daknis 1
Katim 3
= Anggota §
Jumiah 15
Wilsyah | i_Rum!h Sakit Jiwa Daerah Eveluas: Kinerjs Penyelenggaraan Pelayanan | Evaluas: lerhadap Informasi, standar dan PJ 4 WP 1 LHE
Pubdik Kinefja makkimat pelayanin publi 1 Dalniz 10
Dpanyelenggaraan 1 Katirn §
pelayanan pubiik Anggola 3 Jumlah
{Ruman Sakit Umum Dasran Evaluesi Kinerja Fenyslenggaraan Pelayanan | Evaluasi lerhadsp (ntormas), standac dan P4 WP 1LHE
Publik wnena Imakiumat pelayanan publk 1 Dainis 0
penyelenggaraan 1 Katim 1
peiayanan pubiik Angqols 3 Jumlah
Dinas Mesahalan {Evalugsi Kinena Pemyelenggaraan Pelayanan  {Evaluasi terhadap Infarmasi, standar dan PJ1 WP 1LHE
Publik kinarja maklymal pelayanan pubiih 1 Dalnis 10
‘ |peryalanggarann 1 Katim 1
i calayansn publik Anggola 3 Jurnfah
! Rinas Penanaman Modal can PTSP Evaluasi Kinera Penyslengqaraan Pelayanan  |Evaluasi lerhadap Infgrmasi, slandar dan TLHE
L . Pubfik - kinerja makiumal pelayanan publik PJ1 WP
| penyslenggaraan 1 Balnis -
:! pelayanan publik 1 Katin 1 10
: Anggota 3
| Jumiah 7

S




Wilxymh (I KABUFATEN KERINCI Pemenksaan Akhir Masa Jabalan Gupal PJ1 _WP 10 "\
4 Camis 1 o —
Katim 3
Anggots 9 0
Jumlah 15 10
! 0
. 10
PERENC . EVALUASI OFD PROVING! JAMBI Tindak Lanjul Hasil Pengawasan insoel Mengetahui perseniase dan progres PROVINSI JAME PI WP 1 3 T Nota Dinas
& PELAPORAN Daerah Provins Jambi penyelesaian Lndak tanjut hasil lemuan Koor t Katim 7
pngawasarn Anggota 4
: Jumiah 24
PEMERINTAH KABUPATENKOTA Tindak Lanjui Hasit Peng Ijen Mengalahui p tase dan progres KABUPATEN BATANGHAR! Kalim 3
Kementnan/Lembaga penyelessian lindahk [anjut hasi ter san Anggets 2
pemedksaan 1 Nota Dinas
Anggola 3
JUMLAH
KABUPATEN MUARC JAMBI Kaurs 3
| anggota 3
i anggota 5 1 Nota Dinas
T JuMLaH
KABUPATEN TANJUNG Kalm 3
JABUNG TIMUR anggota 3
Arggata 3 1 Nota Dinas
JUMLAH
KABUPATEN  TARJUNG Ratin 3
JABUNG BARAT FrvrTee 3
Arggom 3 1 Nota Dnas
JUMLAH
KABUPATEN MERANGIN Katirrs 3
Anggota 3
Fragoa 3 1 Nota Dinas
JUMLAH
KABUPATEN atim 3
SAROLAGUN Frerem 3
rgae 3 1 Nota Dinas
JUMLAH
KABUPATEN BUNGO Kabm 3
Anggota 3
prmm—n 3 4 Nota Dinas
i JUMLAH
KABUPATEN TEBQ Katim 3
Anggota 3
Angoo T 1 Nota Dinas
JUMLAH
| KABUPATEN  KERINGH Katm 3
Anggats 3
. . . ) Angaos 3 1 Nota Dinas.
- ; ) JUMLAR

CEembet L T el .
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! KDTA SUNGAI PENUH Xatm 3 \ ‘
' Anggola 3
1 1 Mola Dinas
Anggota 3
JUMLAH
Total
MARET PEMERIKSAAN PROVINS] JAMB? ( DIKNAS PROV & Pengawasan Dana Bos Pengawasan Dana Bos TA 2018 SMA, SMA & SLB SELURLUH | P11 WP | tOhari(8 |11 Nota Dinzs
. SERENTAK BAKEUDAY KABKOTA 1 Prav dan &
i Dainis 3 ®ab) 11
Katim 11 Kabi¥ola
Anggota 22
Jumiah 38
TiM GABUNGAN FPEMERINTAR PROVINS! JAMBI REVIEL LAPORAN XEUANGAN DAERAH LAPORAN KEUANGAN P wh 1 1LHR
1 Dalris
1 Katim 1
Anggotd 9 Jumiah
12
TiM CADUNGAN PEMERINTAH PROVINS! JaMBI REVIEY LAPURAN KINZRJA DAERAH LAPORAN KINERJA DAERAH| PJ 1 WP 10 1LHR
' 1 Dalnis
| 1 #atim?
| Anggeta 9 Jumiah
i 13
TIM GABUNGAN Pamatintah Provinsi Jambi Revie RPIMO RPJMO PJ1 Wk 10 1LHR
1 Dalnis
1 Kalim 1
Anggota 9 Jumiah
13
\ PERENC | EVALUASL CPD PROVINSI JAMA) Tindak Lanjut Hasi' Pemerksaan speklorat | Mengetahui persentase dan progres FPROVINGI JAMB! Pt a 1 Nola Dinas
[ & PELAPORAN Daerah Provins: Jambi dengan hyjuan tederiy ponyelesaian badak lanjut hasi lemuan WP 1
nemenksaan Koor 1 Katim
7T Anggote 14
Jumiah 24
|
PEMERINTAH KABUPATENKOTA Tindak Larjul Hag'l Penpaduan Masyarakal  :Mergelahu persenlase dan progras 5 Kabupalen/koia Xatim 5 3 6 Nota Dinas
peryelpzaian tindax lasjul hasit pengacuan
masyarakat
Anggela 10 3
i Jumish 15
April PEMERIKSAAN OPD Pemesintah Provins Jambi Evaluasi L¥! Meangukur ketercapaian indikator target kinerja Laporan Kinerja Daerah PJ1 WPRJ 10 1LHE
SERENTAK 3 Keord 1
Dalnis 3 Katim 3
Anggola 37
Jumlah 48
Tim Gebungan OPD PROVINS! JAMB] Reviu Peryerapan Anggaran, PBJ dan PIDN {Mangelahui jumtah anggasan dan realisasi LPPX OFD PJ4 WP 10 1 LHR
Triwlan 1 anggaran Belanja (Belanja Barang, Balarya Y Dalnis
Modal dan Belanja Bansos) dan PAD per Katim 1
Triwulan dan Menge‘ahui jumlah dan posis Anagota §
P8J yang elah citakukan pelelangan, Jumlah 10
ditelapkan pemenang, ditandatangani kontrak,
dan tinghal pemyelesaian pakel pekeijaan pada
setiap akhir Tniwalan Tahun Anggaran 2017




Kegialan Pengawasan (Romawi | hunyt £

fesud Peralucan Menian 11

it 1 3

f F H Wiluval Kota Sei. Penuh Penyelenggaraar Pemeriniahan Daeran 1
H ! ,f . Angka 1 Lampiran Peraturan fenler Dalam Dalarn Meger Nomor 35 Tahun WPt i 10 |
i | Neger Momor 35 Tahur 2018 tertang 2018 tantang Keti akan Calnis 1 __w ]
' Kebijzkan Pesgawasan Penysienggarazn Pengawasan Peryelenggaraan Katm 2 10
! Pemerintah Casrah Takun 2019} Pemznintan Casgrah Tahun Anggola § 1Y}
i 2015 Jumiah 11 10
Wilayah |1 ¥abupalen Tanjung Jabung Baral Penyelenggaraan Pemedntahan Daerah  |Kegiatan Pergawasan (Romawi 1 furuf £ sesual Peraturan Menten PJ1 3
Angka 1 Lampiran Peraturan Menien Dalam Dalam Meger Namer 35 Tah:n WP
Megeri lomer 35 Tahun 2018 lentang 2018 lantang Kebijakan Dalnis 1
Kabijakan Pengawasan Perrrelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Aatim 2
Pemenntsh Daerah Tahun 2019} Pemerintah Dagran Tahun Anggtla &
paral:] Jumilah 11 10
10
: 19
! 10
10
Witayah 11} Kabupaten Tebo Penyelenggaraan Pemerinishan Daerah  |Kegialan Pengawasan (Romawt | hurat £ sesuai Peraturan Mentzn PJ1 3
i Angka 1 Lampiran Paraturan Menlen Dalam Dalam Megeri Nomor 38 Tahun WP
| Negari Namer 35 Tahes 2018 lenlang 2018 lentang K ebijaken Dra'aig 1
i Kabijkan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Penyetenggaraan Katim 2
L F rntah Coarah Tahun 2019} Pemecintan Daerah Tahun Anggolz 6
018 Jumlah 11 10
10
19
ig
10
BERENC | EVALUAS! OPD PROVIRSI JAMBI TINDAX LANJUT HASIL PEMERIKSAAN | Mengetahui perseniase dan pragres PROVINSI JAMBI Rl WP 1 E] 9 Nota Dinas
& PELAPCRAN BPK R! JAMB| penyelesaian tindak lanjut hasil temuan Kpor ¥ Katim 7
pemerksaan Anggala 14
- Jurnfeh 24
PENERINTAH PROVING! JAMB] TINDAK LANJUT HASH, FEMER!KSAAN  [Mengatahw perssnlase dan progres PROVINS! JAMEI ke WP E] 4 Nota Dinas
ITJEND KEMENDAGR: penyeigsaran indak lanjir hasil termuan Koor 1 Katim T
pererksaan Anggola 14
Jomiah 24
Pemennleh Kabupatan/Kola TINDAX LANJUT HASIL PENGAWASAN | Mengelahui persentase dan progres KABUPATEN BATANGHARI Kalim 2 1 Hota dinas
INSPEXTOHRAT PROVINSI JAMBI penyelesaian lindak [anjut hasil temaan Anggota )
\ pemeriksaan Anggota a
- JUMLAH
KABUPATEN MUARC JAMBI Katirn 3 1 Note dinas
! Anggota 3
1 Anggota 3
JUMLAH
KABLIPATEN TANIUNG Katim 3 f Nola dinas
HABUNG TIMUR Anggeta 3
Anggola 3
JUMLAH
KABUPATEN TANJUNG Katim 3 { Nola dinas
JABUNG BARAT Anggota 3
Anggala 3
JUMLAH
) KARUPATEN MERANGIN Katim 3 1 Nt dinas
' Anggota 1
Anggota 3
JUMLAH
' KABUPATEN Katim 3 1 Nota dinas
SARJLAGUN Anggota 3
Anggeta 3
JUMLAH
KABUPATEN SUNGO Katim 3 % Nota dinas
| Anggete ]
i Anggots 3
! | . . JUMLAH
l | - . KABUPATEN TEBO Katim 3 1 Nola dinas
i | Anggota 3
' | . Anggota 3
} \ JUMLAH
l h KABLPATEN KERINCI | Katim 3 T Motz dinas
I | ' Anggota 3
4 | Anggota 3

JULLAH

4




KOTA SUNGAI PENUH

Katim

Anggeta
JUMLAH

wow

1 Nola dinas.

PEMERIKSAAN
SERENTAK

10 Kabupaten/xota

Monitoring Dana Desa

Mengetahui kebijakan Kepala Daerah lerkail
penyaluran dan pemanfaatan dana desa yang
akan dilaksanakan.

Dana Desa

PJ1
3

Keord
Dalnis 10
Katim 10
Anggota 30
Jumiah 55

Pl

Koodinatar

11 Nota Dinas

3

Kab. Ma. Jambi

Monitoring Dana Desa

{Mengetahui kebijakan Kepala Daerah lerkait
penyaluran dan pemanfaalan dana desa yang
akan d''aksenskan.

Dana Desa

PJ

1LHP

11.247.000

WPJ

Koodinalor
Dalnis
Kalim

nlololelo

Kab. Batanghari

Menitoring Dana Desa

Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkait
penyaluran dan pemanfaalan dana desa yang
akan dilaksanakan.

Dana Desa

1LHP

g

12.632.

|

Jumiah

Kab. Tanjabtim

Monitoring Dana Desa

Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkail
peny dan p dana desa yang
akan dilaksanakan.

Dana Desa

PJ

1LHP

12,096,800

WpJ

Koodinator £
Dalnis

Katim

Anggota
Anggota

en

Jumiah

Kab. Tanjabbar

Monitoring Dana Desa

Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkait
panyaluran dan pemanfaatan dana desa yang
akan dilaksanskan.

Dana Desa

Py

1LHP

WPJ

Koodinator
Dalnis

Katim

Kab. Merangin

Monitoring Dana Desa

Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkail
penysluran dan pemanfaalan dana desa yang
akan dilaksanakan.

Dana Desa

1LHP

24.6686.000

o

Kab, Sarolangun

Monitoring Dana Desa

Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkait
panyaluran dan pemanfaalan dans desa yang
akan dilaksanakan

Dana Desa

1LHP

24,710,000

jen [on |an finfon o n o

Jumiah



http://I2.C32.600

Kab, Bungo Monitoring Dana Desa Mengelahui kebijakan Kepala Daeran terkait Dana Desa | PJ ] | 24.850.000
penyaluran dan pemaniaalan dana desa yang WPJ -]
akan dilaksanakan. Koodinator 0
| Dainis 5
[ Kaim
| Anggota
| Anggota
Jumiah
Kab. Tebo Monitoring Dana Desa Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkait Dana Desa 2J 0 1LHP 24.710.000
penyaluran dan pemanfaalan dana desa yang WPJ 5
akan dilaksangkan Koodinator (1]
Dalnis 5
Katim 5
| Anggota
| Anggota
| Anggota
Jumiah
Kab. Kerinci Menitoring Dana Desa Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkait Dana Desa PJ 0 1 LHP 26.712.000
penyaluran dan pemanfaatan dana desa yang WPJ i )
akan dilal:sanakan Koodinator ]
Dainis ]
Kafim S
Anggota 5
Anggota S
\ Anggota 5
Jumiah
Kota Sei. Penuh Monitoring Dana Desa Mengetahui kebijakan Kepala Daerah lerkait Dana Desa PJ 0 1 LHP 26.712.000
penyaluran dan pemanfaatan dana desa yang WPJ 5
akan dilaksanakan. Koodinator 0
|____ Dalnis
Katim
| Anggola
| Anggota k]
| Anggota 5
Jumiah
TIM GAB Pamerintah Provinsi Jambi Reviu RKPD Menguji kesesuaian dan relevansi lujuan, RKPD PJ1 WP 10 1LHR
sasaran, indikalor, dan targel pemerintah 1
daerah dengan kondisi terkini Dalnis 1
Katim 1
Anggota &
Jumiah 10
TIM GAB Pem.arintah Provinsi Jambi Reviu Renja dan KUPPAS Menguji kesesuaian dan relevansi lujuan, Renja PJ1 WP 10 1LHR
sasaran, indikator, dan largel pemerintah 1
daerah dengan anggaran yang diajukan dalam Dainis 1
KUA-PPAS, Katim 1
#nggota B
Jumlsh 10
TIM-GAB OPD Pemerintah Provinsi Jambl Diagnostic Assesment / Maturitas SPIP SPIP PJ1 WP 30 1 Nota Uinas
¥
Dainis 1
Katim 1
Anggota 8
Jumiah 13
wiL| Kabupaten Batanghan Penyelenggaraan Pemeriniahan Daerah | Kegiatan Pengawasan (Romawi | huruf E sesusi Peraturan Mentari 3 1LHP 41.220.000
Angka 1 Lampiran Peraturan Menleri Dalam Dalam Negeri Nomor 35 Tahun|
Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang 2018 tentang Kebijakan
Kebijakan Pangewasan Penyslenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Tahun 2019) Pemerintah Daerah Tahun
2019
WPJ 1 10
Dalnis 1 10
Katim 2 10
[ Anggota & 10
Jumiah




-

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pemeriksaan Kinerja (Audit Og

Kegiatan g (Romawi | huruf E

sesuai Peraturan Menteri

PJ1 we

5Prov. 5

Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Daiam Datam Neger Nomor 35 Tahun 1 Kabikota | WP
Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang 2018 lentang Kebijakan Dalnis 1
Dinas Sosial dan Kependudukan Catatan Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasicra!} ialan Pang: ( i hunuf £ =esuai Peraturan Menteri | PJ 1 WP | 5Prov.3 1 LHP
Sipii iAngka | Lampiran Perairan Menien Szlam Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1 KabiKolz
¢ INegeri Nomor 35 Tahun 2018 lentang 2018 tenlang Kebijakan Dalnis 1
WiLh Dinas Perkebunan Tinggi Pemeriksaan finerja (#.udit Operasional)  |Kegiatzen Pengawasan (Romawi | hunf E zesuai Peraturan Menteri PJ1 10 hani {5 TLH>
Angka 1 Lampiran Peraturan Menter Dalam Datam Negeri Nomor 35 Tahun WPJ1 Provdan§
Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang 2018 entang Kebijakan Dalnis | Kab)
Kebijaran Pengawasan Penyeiengearaan Pergawaian Penyelenggaraan Katim 2
Pamearintzh Caerah Tahun 2019) Pemerintah Daerah Tahun Angac'a s
2019 Jumiah 11
Dinas Lingkungar Hidup Pemeriksaan Kinerja (Audit Kinerja) 3. P i yang ditetap Peng Teknis |a. F Kebijakan PI1 5Prov, 5 1 LHP
dalam penyelenggaraan urusan pernerintahan | Urusan Pemerintahan daerah yang bersifal sirategis WPJ 1 Kab/Kota
wajib bidang Lingkungan Hidup b Bidang Lingkungan |dan leknis cperasional. Dalnis 1
Perkembangan atau Capaisn SPM dan Hidup B. Pelaksanaan pensrapan Katim 1
pelaksanaan penerapan NSPK di bidang NSPK. Anggota 3
Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam C. Pelaksanaan pengelolzan Jumish 7
{dokumen perencanaan, pelaksanaan dan Administrasi Umum
pengandalian Pemarintahan. D.
¢ Palaksanaan atas pengelolaan Administrasi Pelaksanaan indicator kinerja
Umum Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
dF capaian/p g
capaian indikaier kinerja urusan pemerintahan
bidang Lingkungan Hidup
WIL I Disbudpar Tinggi Pemeriksaan Kinerja (Audit Operasiorial) |Kegiatan Pengavvasan (Romawa | nuruf E sesuai Peraturan Menteri PJ WP| 5Prov. 5 1 LHP
Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Datam Negeri Nomor 35 Tahun 1 Kab/Kota
Negeri Momor 35 Tahun 2018 tentang 2018 lentang Kebijakan Dalnis 1
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan, Katim 1
Pemerintah Daerah Tahun 2018} Pemerintah Daerah Tahun Anggota 3
2019 Jumiah 7
Kota Jambi Penyelenggarasn Pemerintahan Daerah  |Kegialan Pengawasan (Romawi | huruf E sesuai Peraturan Menter PJ1 10
Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Datam Dalam Negeri Nomor 35 Tahun WPJ 1
Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang 2018 tentang Kebijakan Dainis 1
Kebijakan F 1 Peny Pengawasan Penyelenggaraan| Katim 2
Pemerintah Daerah Tahun 2019) Pemerintah Daerah Tahun Anggota &
2019 Jumish 11
PERENC , EVALUASI OPD PROVINSI JAMBI YANG Tiindak Lanjut Hasli Pengawasan ljen Mengetahui persentase dan progres PROVINSI JAMBI PJ1 WP 3 1 Nota Dinas
& PELAPORAN DIPERIKSAN ITJEN KEMENDAGRI Kemendagri penyelesaian tindak lanjut hasil temuan 1 Koor 1
pemeriksaan Katm 7
Anggota 14
Jumlah 24
PEMERINTAH KABUPATENXOTA Tiindak Lanjut Hasil Pemernksasn BPK RI Mengelahui persentase dan progres KABUPATEN BATANGHARI Katim 3 1 LHP
Jambi penyelesaian tindak lanjut hasil temuan Anggota 3
pemeriksaan Anggota 3
JUMLAH
KABUPATEN MUARO JAMBI Katim 3 1 LHP
Anggota 3
Anggota 3

JUMLAH




KAHUPATEN TANJUNG Katm 3 1P
i JABUNG TIMUR Angqola 3
! Anggola 1
, SUMLAH
H KABLPATEN TANJUNG Katin: 3 TLHP
; , JABUNG BARAT Anggota 3
H i Anggota 3
; JUMLAH
H FABUPATEN MERANGIN Katim 3 fLH®
: Anggota 3
' Angguta K
i JUMLAH
H KABUPATEN Katim 3 1LkP
: SARTLAGUN Anggola 3
Anggoia 3
JUMLAH
KABUPATEN BUNGC Katim 2 iLHP
Anggota k]
Anggeta 3
JUMLAH
KABUPATEN TEBG Katim E) 1 LHP
Anggota 3
Anggets 3
JUMLAK
KABUPATEN RKERINC Katim 3 1 LHP
Anggota 3
Anggota 3
JUMLAH
KOTA SUNGAI PENUH Katim 3 1 LHP
. Anggota 3
Anggota 3
I LY
] Juni WL} Oinas Penanamen Modat dan FTSP Pemenksaan Kinena (Audin Kinerja) Kegiglan Pengawasan (Romaw | huruf £ sesya: Peraturan Menian [ZE] 5Prov, 5§
: Angha 1 Lampiran Peraturan Mentea Dalen: Dalsm Negen Momor 35 Tahun WP 1 Kab/Kota
| Negen Nomor 35 Tahun 2018 tentang 2012 tentang Kebijakan Dsinis 1
| Kediiakan Pengawasan Penyetengoarasa Penyawasan Penyelenggaraan Katim 1 1LHP
Pemerinmah Daerah Tahun 2019) Pemerintat Qaerah Tahun Anggota 3
2018 Jumiah ?
Sehretariat DPRD Pemerksaan Kinerja (Audt Qperasional)  |Kegislan Pangawasan (Romawi | nuruf £ sesuai Peraturan Menier P ¢
Argka 1 Lampiran Peratwran Menten Dalam DCelam Negen Nomar 35 Tarun| WPt
Negeri Normer 35 Tahun 2614 ientang 2018 laniang Kebijzkan Dalnis 1
i Kebijakan Pengawasen Fenyelangcaaan Pangawasan Panyslenggarazn Katim 1
Pemenntah Caerat Tahun 2019) Pemerintah Daerah Tahun Anggota 5
2019 Jumiah 9
Xavupdien Maranpn Penysisnggarsan Pemedinahan Daetsh  [Kegistan Pengawaran (Romawi | hurul E segud Persturas Menten PJ1 3
Angha 1 Lampirsn Perstursn Menlert Datam Dutam Negert Nomor 35 Tahun| WhRJ 1
Negen Nomor 35 Tahun 2098 1amang 2018 tentang Kebiakan Dainic 1 10
Kebijakan Pangawasan Penyelsnggaraan Pengawazan Penysleng!raan Katim 2
Pamerintah Daerah Tahup 2019) Pamariniaty Daarah Tahun Anppote & 10
2019 Jursiah 11
10
10
10




WL i Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Sangat Tinggl TPemeriksaan Kinera (Audi O a. i yang a. Pelaksanaan Kebijakan i 0 han (5 TinP
Rakyat daiam penyelengg: urusan p: daerah yang bersifal strategis WPJ 1 Provdan§
wajib bidang Pekerjaan Umum dan PR dan teknis operasional, Dailnis 1 Kab)
b. Perkembangan atsu Capaian SPM dan) B. Pelaksanaan penerapan Katim 3 Anggota/
pelaksanaan penerapan NSPK di bidang NSPK. C.Pelaksanaan |9 Jumlah 15
; Pekerjaan Umum. yang dituangkan dalam pengelolaan Administrasi
! P P dan Urnum Pemerintahan.
n D. Perkembangan dan atau
c. Pelak atas pengelok: Admini |capaian SPM dan Pelaksanaan
Umum Pemerintahan indikator kinerja urusan bidang
d F paian/p g Pekerjaan Umum dan PR
capaian indikator kinerja urusan pemerintahan
bidang Pekerjaan Umum dan PR
b
Kab. Bungo Penyelenggaraen Pemenntahan Daerzh  |Mengetahui kebijakan Kepala Daerah terkail sesuai Peraturan Menter PJ 3 1LHP 75.550.000
ipenyaluran dan pemanfaalan dana desa yang Dalam Negeri Nomor 35 Tahun WPJ 10
akan dilaksangkan 2018 tentang Kebijakan
Pengawasan Penvelenggaraan Dainis 10
‘Pemerintah Daerah Tahun Katim 10
2019
Anggota 10
| Anggota 10
{ Jumiah
4 Wilayah Ilt Badan Penanggulangan Bencana Daerah |Sedang |Pemenksaan Kinerja (Audil Op ional} g F (R 1 | huru! E sesuai Peraturan Menten Pat 10 hari (5 1LHP
Angka 1 Lampiran Peraluran Menten Dalam Dalam Negeri Nomor 35 Tah ' n WPJ 1 Prov dan §
Mageri Nomor 35 Tahun 2018 tentang 2018 tentang Kebijakan Dainis 1 Kab)
|nebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Fengawasan Penyelenggaraan Katim 1
Pemerintah Daarah Tahun 2019) Pemsrintah Daerah Tahun Anggota 3
2019 Jumiah 7
Dinas Perhubungan [Pemeriksaan Kinerja {Audit Dperasional} Keglatar Pengawasan (Romawi | huruf E sesuai Peraturan Mentesi PJ1 SProv. § 1LHP
|Angka 1 Lampiran Peraturan Menten Dalam Dalam Negeri Nomor 35 Tahun WPJ 1 Kab/Kota
Negeri Nomor 35 Tahun 2018 lentang 2018 tentang Kebijakan Dalnis 1
Kebijakan Pengawasan Pey 0 Pengawasan Penyelenggaraan | Katim 1
Kabupaten Sarolangun Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pangawasan (Romawi | huruf € PJ a 1 LHP 75.550.000
Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam WPJ 10
Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Dalnis 10
jjakan P Penyelangg: Katim 10
Pemerintah Daerah Tahun 2019) Anggota 10
| Anggota 10
Jumiah
PERENC , EVALUASI| PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Tindak Lanjut Hasil Peng: dasy Meng i p dan progres KABUPATEN/KOTA Katim 5 | 3 1 Nota Dinas
& PELAPORAN ~enyelesaian tindak lanjut hasil Pengaduan Anggota 10
Masyarakat Jumlah 15 .
OPD PROVINSI JAMBI Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspekiorat [Mengetahui persentase dan progres PROVINSI JAMBI PJ1 WP 1 3 1 Nota Dinas
Daerah Provinsi Jambi dengan tujuan lertentu| penyeiesaian tindak lanjut hasil temuan Koor 1 Katim 7
pemerik Anggota 14
Jumiah 24
Juli TIM GAB 11 Kabupaten/Kota Evaluasi Lij Kabupaten Mengukur ketercapaian indikator target kinerja LKj Kabupaten PJ1 WP |11 Kab/Kota 11 LHE
3 Koord 1
Dalnis 11
Katim 11
Anggota 33
Jumiah 80
3 - - ] 10
Koodinator 10




Pl
{ { Kota Jambi T [ ‘ .
Koodinator
| Dalnis
} Katim

TLHP e.:m.ﬁ\

Anggeta

|| ]~e

Jumiah

1 LHP

Kabupaten Batanghari \::;J

Koodinator
Dalnis
Katim

Anggota
Anggota
Anggota

Jumlah
——r

S| S B Y Y Y e Y

Kabupaten Ma. Jambi PJ 1 LHP

WPJ
Koad:
Dalnis
Katim
Anggota
Anggota
An

~al~ala|]i|o|~le

Jumiah

Kabupaten Tanjablim PJ 1LHP
WPJ
Koodinator
Dalnis
Katim
Anggota
Anggota

Anggota
Jumiah

Sy B ) GNP B 1Y B =Y

| Kzbupaten Tanjabbar PJ 1LHP

1 WPJ

i | Koodinatar
Dainis
Katm

Anggota

Anggota

| Anggota

Jumiah

S] 1 B B B £ B o

Kabupaten Merangin s PJ 1 LHP

WPJ

K

Dalnis
Katim
Anggota
Anggota
| Anggols
Jumiah

~afafalllol]o

Kabupaten Sarolangun PJ
WPJ
Koodinator
Dalnis
Katim
Anggota
Anggota

Jumiah

1LHP

~i |~ oo




Kabupaten Bungo

PJ
WPRJ

E

¥«

Dalnis

Katim

Anggola

Anggola

1Y N N S N e

Anggota

1LHP

Kabupalen Tebo

Jumiah
PJ

WPJ

Dalnis
Katim

Anggota

Anggota

~a |~ |~i |~ f~afo |

| Anggota

1LHP

Jumlah

Kabupaten Kerinci

PJ1 WP 1
WPJ

oo

Dalnis

Katim

Anggota

Anggota
jota 7

1LHP

Jumiah

Kota Sei. Penuh

PJ 0
WPJ 7
Koodinator 0
Dalnis 7
Katim 7
Anggola 7
Anggota 7
| Anggota 1

1 LHP

Jumiah

Evalvasi LPPD Kabupaten

LKPPD Kaoupaten

Pl1 WP 3 han
3 Koord 1 | Provinsi 7
Dalnis 11 hari Kab
Katim 11
Anggota 33
Jumiah 60

11 LHE

Kota Jambi

=

n

- 3

3
N~

1LHP

Kabupaten Batanghari

j=]
B
2
-
S Y BN R

Anggota

1LHP

Jumlah




Kabupaten Ma. Jambi

B

1LHP

Kabupaten Tanjablim

e N N

1LHP

Kabupaten Tanjabbar

Kezdinator
Dalnis
Katim

Anggota
Anggota

~ -~

~

1LHP

Jumiah

Kabupaten Merangin

PJ
WwrJ
Koodinator
Dalnis
Katim
Anggota
Anggota
Anggota

I~

1LHP

Jumlah

Kabupalen Sarolangun

PJ
WPJ
Koodinator
Dalnis
Katim
Anggota
Anggota
Anggota

~1 o~

S

1LHP

Jumiah

Kabupaten Bunpo

PJ
WPJ
Koodinator
Dainis
Katim
Anggota
Anggota

-ul-q-q-...-.‘-..:-..-..

1LHP

Kabupaten Tebo

Jumiah
PJ
WPJ
Keodinator
Dalnis
Katim
Anggota
Anggota
Anggota

R B RN TN L

1LHP

Jumiah




;

Kabupaten Ke-fno

“ola Ser. Penuh

ey ‘l
WF}
Koodinalor
Catnis
Watim
Anggoia
Anggota
Anggold

ch g it md

~

\ 1LHFP

Jumian

Pd i
way
Hoadnalar
Dalris

~d

1iHP

Anggola

Katim
Anggela
Anggola

~a|=r

~4 3~

Jurnlah

WIL!

Dinns Kesehatan

Sangat Tingpi

Pamarksaon Kinsija (AudH Operasional,

Kegiatan Pengawasan (Romawi | hunf E
Angxa { Lampiran Peraturan Menien Calam
Neger Mamer 35 Takun 2018 enlang
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan
Femenvtah Oaerah Tahun 2019}

sasuii Peraturan Menleri
Oulam Neger Nomor 35 Tahun
2018 letlang Vzbiakan
Pengawasan Penyelengga(zani
Pamarintah Dagrah Tahun
2019

P
WP 1
Dalnis 1
Katim 2

Anggota &
Jumtah 11

10 hati (5
Prov dan 5
Kab)

1LHP

Dinas Kesehatan

RSUD Rd Mataher

Rumah Sakit Joad

Dinas Tanaman Pangan, Hoibkultura dan
Palemaksn

Dinas Kehytanan

Raviu DAX Fisik TA Sebatumnya

Reviv 8ias laporan reglisasi penyerapan dana
dan capaizn outpul kegiatan DAK Fisik TA

¥

PJ1
WPJ1
Dalnis 1
Katim 5

Anpgols 15
Jumizh 23

SLHR

WL

Chnas Pemuda den Olah Raga

Tinggi

Pemenksaan Kinana (Audit Oparasional’

Kegralan Pengawasan [Remavw | huruf E
Angha 1 Lampiran Peraturan Menten Dalam
Negen Nomor 35 Tahun 2018 tentang
¥abifaxan Pengawasan Penyelanggaraan
Pemearinlah Deerah Tahun 2019)

sesuai Peiaturan Menten
Dalam Neger Nomor 35 Tahun
2078 tentang Kebijakan
Pengawasan Penyelenggarean
Pemanniah Daerah Tahun
2018

ETE)
WP
Dalnis 1
Katim 2

Anggota 6

Jumizh 11

10 han (5
Provdan 5
Kab)

1LHP

Dinas PUPH
Dynas Lingkungan Hidup
Dinas Perkabunan
Dinas Perindustrian dan Perdegzngsn

Reviu DAK Fisik TA Sebalumrmya

Reviu alas |aporan realisas: penye:apan dana
dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA
Sebelumnya

Pt
wPJ 1
Dainig 1
Hatim 4
Anggota 12
Jumish 1%

[rr—— e

wit i

Dinas Pendidikan

Dinay Kelautan dan Perikanan
Diras Kebudavaan dan Partwisata
Dinas Perhubungan

Reviu DAK Fisik TA Sebeiumnya

Rewu alas laporan realisasi penyerapan dana
dan capaian autput kegiatan DAK Fisik TA
Sebelumnya

PJ1
WP 1
Dalmia 1
Kaum 4

Anggola 12

4 LHP

Jumlah 13




TIM GAB OPD Pemeariniah Provinst Jambi Revis RKPD Perubahan TA. 2019 Mengujr kesesusian ¢an ralevans: iuluan, |Program Paningkaian |Rancangan Asnir RKPD PJ1 WPl 10 1R
sasaran indikalor dan larget pemeniniah Sistem Pengawasan  |Perubahan TA. 2019 1 Oalnis 1
dasrah dengan kondis: lerkini, Inlenal dan Katim 3
Pengendalian Anggela 9
Kebijakan KDH Sumlah 12
H (Xegialan
' Pengendalian
anger
TIM GAB OFC Pemarintah Pravinsi Jame Reviy Renja dan KUA-PPAS Perubahian TA. {Menguji kesesuaian dan relevansi luyuan, Prograr Peningkatan |Rancargan Akhir Renjadan [P 1 WP 16 1LHR
2079 sasaran, incikator, dan target pemeriniah Sistem Pengawasan  |KUA-PPAS Perubahan TA. 1 Dainis 1
daerah deagan anggaran yang diajukan dalam  |Intemal dan 2019 Katim 1
KUFPAS Pengendatian Anggola 9
Xebijakan KOH Jumlah 13
{Kagiatan
Pengendelian
Fmaﬂa'amen *_‘
PERENC . EVALUASI & OPD PROVIMSI JAMBL TINDAK LANJUT HASIL PEMERIXSAAN  |Mengetehui persentase dan progres PROVINSI JaAWBI PJ1 3 1 Naota Dinas
PELAPORAN BPK R JAMEI penyelesaan tndak lanjut hasil temuan Wp !
pemenksaan Koor 1
Katm ¥
Anggota 14
Jurmiah 24
PEMERINTAH PROVING! TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN Mengetahu pefsanlase 0an progres PROVINS! JAMBI AR 3 9 nota dinas
ITJEN KEMENDAGRI panyelesaian tndak lanw! hasil temuan WP 1
pemenksaan Koor 1
Katim ¢
Anggela 18
Jumlah 30
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN Mengetahu persentasa dan progres KABUPATEN MUARC JAMB! Katim 3 1 Nota Dinas
INSPEKTORAT DAERAH PROVING] JAMBI | penyel#sman bndak lanjut hasi! lemuan Anggolh 3
pemariksaan Anggola 3
JUMLAH
KABUPATEN BATANGHAR] Katim 3 1 Nots Dinas
Anggota 3
; Anggota 3
JUMLAH
KABUPATEN TANJUNG Katim 3 1 Nola Dinas
JABUNG TIMUR Anggola 3
Anggols 3
JUMLAH
[ KABUPATEN — TANJONG Watim 3 1 Nata Dinas
JABUNG BARAT Anggonr 3
Anggotz 3
JUMLAH
KABUPATEN MERANGIN Katim 3 1 Nota Dinaa
Anggota 3 N
Anggole 3
JUMLAH
WABUPATEN Katim 3 1 Mote Dinns
SAROLAGUH Anggots 3
Anggota 3
JUMLAH
KABUFATEN BUNGO Kaiim 3 1 Nots Dinas
Anggota k|
Anggota 3
JUMLAH
KABUPATEN TEBO Katm 1 1 Noly Dinas
Anggots 3
Anggota 3
JUMLAH
B KABUPATEN KERINCI Katim 3 1 Nota Dinas
Anggeta 3
Anggola 3
JUMLAH
KOTA SUNGAI FENUH Katim 3 t kola Dinas
Anggote 3
Anggola 3
- . . A . JUMLAH
Agustus TIM GAB QP Pemerintah Provinsi Jambi Tim Gad Reviv Peryerapan Anggaran, PBJ dan P3DN LPPK [E we 10
Trrwuln 2 1 Danis |
i Katim 1
! Anggetad
Jumiah 10




4w ———

[US—

T

-

+ T

-
PEMERIKEAAN Pemanntak Proviai Jamoi Reviu REA-P h Mengetahu jumiah anggaran dan realisds LFPR CPDY B (5] W 1 LR
SERENTAK anggaran Belanja (Belanja Barang, Selarja 3 Dalrus 3
Meodal dan Belanja Barisas) dan PAD per watim 3
Triwulan dan Mengetahun jumiah dan posisi Anggota 24
P8 vang lelah dilakukan pelelangan, Jumiah 34
ditetapkan pemenang, ditandatangani kentrak,
dan hoakat aenvelezaian pakel aekeriasan nada
WL | Rumah Sakil Umum Daerah Sangal Tinggi Kinerja (Audil Op sesual Peraluran Menlen PJ ¥ (1] P LHF
Dalaen degeri Noror 35 Tahun WPI11
2014 tenlang Kabijakan Dalris 1
Pengawasan Penyeleagparaan Xalim 3
Pemeririah Daerah Tahun Anggota &
2018 Jumlzh 13
Rumsh Sakit Jrea Dasrah Peameriksaan Kinera (Audit Kinerja) Kagiatan Pengawasar (Romawi . hurul E serusi Peraluran Menteri [ZA] 10 1 LHP
Argka ' Lampiran Paralyran Mentesi Dalam Dalam Negsri Nomer 25 Tahun! WPJ 1
Negen Nome: 35 Tahun 2018 tentang 2018 lenlang Kebijekan Dalnis 1
Kebhzkan Pengawasan Penyefenggaraan Pangawasan Penyelenggaraan Katm 2
Pemenniah Daerah Tahun 20181 Pemanntah Daerah Tahun Anggola 6
2019 Jumlzh 11
1
WL | Tinas Erergi Sumber Dsyn Minzsal Sedang Prreanysazn Kinena (A.d (¥inena} Kegiatan Pengawasan {Ramawi | huryl £ $esvai Peratyran Menter 11 10 hari 1LHF
Angka ! Lampican Peraluran Manter Jalam Dalam Negar Ngmor 35 Tahun WPJ 1 {5Prov dan
\Negen Nomor 35 Tahun 2018 tentang 2018 tentang Kabijjakan Dalnis 1 5 Xaby
IKebiakan Pengawasan Penyelenggarsan Pengawasan Penyelenggaraan Katim 1
Pemenntah Daerah Taiwr. 2619} Pemarintah Daerah Tahun Anggala 2
2019 Jurilah 7
1LHP
Cinas Farindustrian ¢an Perdagengan Sedang Pemerksaan Fanerja (Audil Kinera) Xagiglan Pengawsean {Romaw. | huryf € sesus Peraturan Menten P 10 han (§ 1 LHP
Angha 1 Lampiran Peraturan Menisn Dalam Dalarn Neger Nomor 35 Tahun WPRJ t Provesn s
Negen Nomor 35 Tanun 2012 tentang 2018 tentang Kebijakan Dainis 1 Kab)
Kebijakan Pengawasan Penyelengoaraan Pangawasan Penyelenggaraan Katim 1
Pemerinlan Dasdrah Tabun 2019} Pemerinlah Daerah Tahun Anggota 3
2008 Jumiah 7
Kabupaten Muare Jambi Pemeriksaan Kiner (Audit Oparasional) | Peng Umum dar Pang Teknis Umum 1. Pengawasan L num ; 2 3 * LHP 1320000 |
dan Peng Pembagian Urusan WEI1 10
Teknis Pemefintahan, Kevargan Dalnis { 10
daerah, F .rencanaan | Katim2 10
Pembengunan B 10
Jurnlah
Wileyah 11 Dinas Pendidikan Sangat Tinggl Pamurikgann Kinerta (Auet Operasional} segiztan Pengawassn (Romaw | huruf E PROVINSI JAMBI PJ1 10 hari {5 1LHP
Angka 1 Lampiran Peraturan Menten Dalam WPl Prov dan 5
Neger Nomor 35 Tahun 2018 tentang Dalnis 1 Kab)
¥ebijakan Pangawasan Peayelenggaraan Katm 3
Pemedniah Daerah Tahun 2019) Anggotz 3
Jumlah 15




MSPX di bidang Pemberdayaan Perempuan
Perdindungan Anak dan Pengendalian
Fenduduk yang ditusngkan dalam dokuman
perencanaan, pelakasnaan dan pengendalian
c. Pelaksanaan atas pengelolaan Adminisirasi
Umum Pemenniahan

d. Pelaksanaan capaian/parkembangan
TApaian inticator Kinerja urusan pamenniahan
bidang Famberdayaan Perempuan,
Paringungan Anak dan Pengendalian
Panduduk

Umum Pemerintahan.

D. Pelaksanaan indikator
hinerjn bidang Pamberdayaan
Parempiian, Pedindungan
Anak dan Pengendalian
FPenduduk

] PERENG . EVALUASI & ©PD AROVINSI JAMEI YAHG Tundak Larjul Hasil Fengawasan iyen  [Mengelahu persentase dan progies PROVINSI SAMBL i Pt 3 T Howa Dines
'5 PELAPORAN Di2ERIKSAN ITJEN KEMENDAGR! Kemendagn penyelesaan Lndak fanjut hasil lemuan w1
pemeriksadn
J Koar 1
i Katim 7
Anggota 14
Jumiah 24
Tindak lanjut hasd pengaduan masyarakal {Mengetahut perseniase dan pregres 5 KabiKols Katim 5 3 6 LHP
penyelesaian trdak lanjul hasil lemuan anggata 10
pameriksaan
jumiah 15
Seplember TIM GAB QPD Pemenntan Provinei Jambi Reviu RKA Murni Menqujii kesesuzian dan relevansi lujuen, Reviu RKA Mumi 2018 PJ1 U] ILHR
sasaran, indikalor, dan targel parmerintah Koor 1
daerah dengan RKA. WP 3 Dalnis
3 Katim 9
Anggala 31
Jumlah 48
TIM GAB Pemerintab Provinsi Jambi Evaluasi Paraturan Dasrah dzn Peraturan  |Menguji relavansi Perds dan Perkada lerhatap Perda dan Perkada P WP 10 1LHP
Kepala Daerah kandisi lermm Jan peraturan perundang- 1 Koord 1
undaagan yang banu. Dalnis 1
Matien 1
Anggata &
Humiah 11
Wil Dwias Tansman Pangan, Haltikutiura dan Pamenksaan Kinena {Audt Operasional; Kegratan Pengwasan {Romes  huruf € sesual Peraturan Menten PJ1 10hanis 1LHP
Petamakar Angkd | Lampiran Peraturan Menteri Dalam Dalam Negen Namer 35 Tahun WPJ1 Prov dan 5
- Negeri Nomor 35 Tahun 2018 temang 2058 1enlang Kebijakan Dalnis 1 Kab}
Kebtjzkan Pangawasan Penyelargcaraan Pengrwasan Penyelenggaraan Hatim 3
Pemerintah Daeran Tahun 201$) Pemerinlah Daerah Tahun Anggota §
2015 Jumiah 15
7 .
[
Cinas Kehylanan Pernenkaasn Kinerja {Audil Oparasional Kegiatan Pengawasan [Romaw ) hund E sesua Peraturan Menlen Pa1 10 han (5 1 LHP
Angka 1 Lampiran Persturan Menten Dalam Dalam Negeri Nomor 35 Tahun WPJ1 Prov dan 3
Neger: Nomor 35 Tahun 2018 tentang 2018 1antang Kebijakan Dalniz 1 Kab}
Febijakan Pengawasan Penyelenggarsan Pengawasan Penyelanggaraan Kaim 1
Pamarintah Daarat Tahun 2015 Pemerinlah Daerah Tahun Anggow A
2019 Jumieh 7
wILI Dinss Permbardayaan Perampuin, Pemerfksaan Kinere (Audil Operasional) a. Pal bij YR di ] Peng L laknis  {m P t Kebijpkan [2R] 10 han {5 1LHP
Perlindungan Ansk dan Fengendaiian dalam panyalenggaruen urusan pemerinlahen  urusan pemerintahan [dasrah yang bavsifat strategis WP Prov dan 3
Panduduk wajit bidung Pemberdayasn Perampuen, bicwng PP dan PA.  1dan teknia operssional, Dalnis 1 ab)
Parl gan Anak dan Peng i bidang Pangendelian |B. Pelzksanaan pensrapan Katiny {
Penduduk b. Perkembangen |Penduduk dan KB dan {NSPK <. Palaksangan Anggota 3
etay Capaian SPM dan pelaksanaan penerapan|bidang PMD pengetdaan Administrast Jumiah 7




Dinas Koparasi Usahe Mikro, Kecil TPemeriksaan Kinena (Audi Kinena) 2 Pelakssnasn Kabijakan yang dilslaphdn ]a_ Pelahsanaan Kebiyakan PJ 1 G nan S \ 1LHP \
Menengah dalam peny JQaraan Lrusan perneri daerah yang bersijat strategis WPJ 3 Prov gan &
{ wajb bidang Koperas: dan UKM dan lekms cperasional Oalnis 1 ¥ab}
b. Perkembangan alau Capaian 5PM dan B Pelaksanaan panarapan kaum 1
pelaksanaan penerapan NSPK di bidang NSPK € Pelaksa'san Anggota 3
H Keperasi dan UKM yang diuangkan dalam pengelolagn Adminisirasi Jumlan ¥
dokumen peredcanaan, pelaksanaan dan Umum Pemennizhan,
! pengendalian D Pelzksanaan indikator
c. Pelaksanaan atas pengeiclaan Adminisiest kirena bidang Koperas: uan
i Umum Pemerinighan UKM
wiL Dinas Kelautan dan Perkanzn Pemersaan Kinerja {Audit Operasional} Kegiatan Pengawasan (Remaw | hurut £ sesuai Peraturan Menteri PJ1 10han (5 1LHP
Angka 1 Lampiran Peraluran Menter Daiam Datam Megen Nomor 35 Tahun WP Prov dan
Meger: Homor 35 Tahun 2048 tentang 2018 terlang Kebijakan Dalnis 1 Katy)
Kebijkan Pengawasan Penyelengcaraan Pengawasan Fenyeienggaraan Fatim 3
Pemerintah Daerah Tahun 2019) Pem=rintah Daerah Tahun Anggola 8
1 019 Jumlah 15
i
|
PERENC . EVALUASI[CPD Provinsi Jambi Tindak Lanjut Hasii f persentuse can progres KABUPATENIKCTA Pl 3 1 Hota Binas
nenyelasaian imdak famut hasil femuan WP 1
pemerksaen Koor 1
Katim 7
Anggola 14
Jumntah 24
; Pemerintah Kab/Xota Tindak laniut hasil pengawasan ltisn Mengetahui persentase dan progres KAEUPATEN MUARD JAMBI Katim 3 5707
‘ - penyelosaian kngak [anpl hasil temaan Anggota 3
i pernariksaan Anggota 3
i JUMLAK
i
| CABUBATEN BATANGHAR Katm 3 VLAP
! Anggota 3
H Anggota 3
JUMLAH
KABUPATEN TANJUNG Kalm 3 1LHP
JABUNG TIMUR Anggota 3
Anggola k]
JUMLAH
KABUPATEH TANJUNG Kalim E) 1LHP
JABUNG BARAT Anggota 3
~ 3
JUMLAH
* KABUPATEN MERANGIN Katm 3 1P
Anggela 3
Anggota E]
JUMLAH
KABUPATEN Katm 3 1LHP
SARDLAGUN Anggota 3
Anggota k]
JUMLAH
KABUPATEN BUNGC Katim E] 1LHP
Anggota 3
' Anggota 3
JUMLAH
KABUPATEN TEEO Kabm 3 1LHP
Anggota 3
Angqota 3
JUMLAH
KABUPATEN KERINCI Katm 3 1 LHP
Anggeta H
ota 3
JUMLAH
. - . KCTA SUNGAI PERUH Katim ] 1 LHP
- - - Anggota 3
3
JUMLAR
Total
10 OKTQBEA Wikt Badan Panahubung Pemeriksaan Kinena (Audil Cperasional) Xegiatan Pengawasan (Romawi | huruf E sesugt Peraturan Menten PJ1 7 (usr
Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 35 Tahun, WP 1 Provins)
Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang 2018 tantang Ketijakan Dalnis {
Kebijakan Pengawasan Peryslanggaraas Pengawasin Penyelenggaraan Matim 1
Pemenmiah Daerah Tahun 2018) Pamerinian Daerah Tahun Anggola 3
2019 Jumiah 7




Crm— e

Dinas Kesahatin Revu DAK Fissk Tahap ! Tahun 2042 Reviu atas laporan (ealiiesi penyerapan dana T PJ1 10 S LHP T
RSUD Rd Mattaber dan capaian cutpul kegiatan DAK Fisik Tanap | WP
y Dalnis 1
Rumah Saki Jiwa Katim §
Dinas Tanaman Pangan, Hellikattura dan Tﬁ:‘:g
Pelemakan u
Dinas Kehutanan
I
{ QOPD yang melaksanakaan pelayanan Evaluasi Witayah Bebas Korupsi dan Wilayah |10 OPD yang dicananghan sebagai objeh OPD Pelayanan Publik, SPM dan P we 0 1tHP
publik (RSUD, RS, GPM-FTSP. Bersih Berefarmas: dan Melayani wilayah babas korupsi |SPE 1
Dinkes;Lapkes dan Bapelkes) Dalnis 4
Kalim 4
' Anggola 12
[ Jumlah 22
: .
! Wilayah Il Dinas PUPR Rewu DAK Fisik Tanap | Tahun 2019 Reviu atas laporan realisasi peayetapan ¢ana AR 1] 1LHP
i dan cap#ian oulput kegiatan DAK Fisk Tanag | WP
! Dinas Lingkung#r Hidup Qatnis 1
. o Perkeb Katim 4
inas Perkebunan Anggola 12
Binas Pefindustnan dan Perdagangan Jumizh 15
Wilayah il Cinas Pendidixan Reviu GAX Fisik Tatag | Tahun 2019 Reviu 21as japoran reslisasi penyerapan dana P21 10 1LHP
dan capaian oulpul kegiatan LAK Fusik Tahap | WRJ 1
Dinas Kelaytan dan Perikanan Dainis 1
Katim 4
i ” Anggots 12
Dwias Kabudayaan dan Pariwisats Jurmiah 19
Cinas Perhubungin
Bakeuda Pemerksaan Kinena (Audil Operasonall Kegualan Fengawasan (Romawi | huruf £ sesua Peraturan Menter Pl 10 (5 Prov. 1 LHP
Angka 1 Lampiran Peratulan Menter Dalam Datam Neger Nomer 35 Tahun WPRJ1 $ Kab/4ota)
Negen Nomor 35 Takun 2018 tentang 2018 lentang Kebaakan Dairvs 1
Kebijakan Pengawasan Fenyelenggaraan Pengawasan Penyelenpgaraen Katm 2
Pemenntzh Daerah Tahun 2019} Pemarintah Daerah Tahun Anggols 6
2019 Jumiah 11
TIM GAB CPD yang diNhal dws sisi anggran yang Risk and Audk Universe Resixo kemungkinan yang lenadr paca masing- Tupoksi, SDM, Asst can P WP 10 1 Nota Dinas
basar dan bamyak fys hasil termusn BPK masing OFD Meuangan 3 Koordinatar 1
Dalnis 3
Kafim 3
Anggela 9
Jumiah 20
OPD Pamavintah Provinai Jembi Tim Gab Ravut Penyerapan Anggaran. PEJ dan PIDN [Mengetahui jumiah anggaran dan realis LPPK PJ1 we 10 1 Nota Dinas
Trivulan 3 anggaran Be'anja {Belanja Barang, Batanja 1 D#nis1
Modal dan Belanja Bansos) dan PAD per Katim §
Triwlan dan Mergetatwi jumiah dan posisi Anggota 6
P8 yang telah dilakuksn pelslangan, Jumizh 10
phan pemenang, ditar gani kontrak,
dan tngkat penyeissaien paket pekerjaan pada
sehiap akhv Triwulan Tahun Anggaran 2018
PERENC , EVALLASI L CPD PROVING! JAMB) TINOAK LAMJUT HASIL PEMERIKSAAN  [Mengetahui persentase dan progres PROVINSI JaMBI PJ1 WP 1 3 1 Mota Dinas
PELAPORAN BPK RtJAMBI pemyalesaian tindak lanjut hasil lemuan Koor1 Kaim9
pemeriksaan Anggoia 18
Jumlah 20




PEMERINTAN KABUFATENKOTA

TINGIAK EANJUT HASIL PEMERPCBAAN

Mengetahud persentase aan progres

PROVINSI JAMBI

Pt WPl o1

 Nota Dinas
IT.END KEMENDAGR! JAMB! penyesiasaian tndax fanjut hasii lemuan Koor | Katim 7 \
remenksaan haggola 14
Jumlah 24
PEMERINTAH KABUFATENKOTA THDAK LAKJUT HASIL PEMERIKSAAN KABUPATEN  MUARO Katim 3
JAMB Anggota 3
ot 3
JUMLAH
KABUPATEN BATANGHARI Katim 3
- Anggota 3
ota 3
JUMLAH
KABUPATEN  TANJUNG Kafim 3
JABUNG TIMUR Anggota 3
ota 3
JUMLAH
KASUPATEN TANJUNG Katim 3
JABUNG BARAT ' Anggota 3
Angqots 3
JUMLAH
KABUPATEN MERANGIN Katim 3
Anggola 3
Anggota 3
SUMLAH
KABUPATEN Katim ]
SARCQLAGUN Anggota 3
Anggota 3
JUMLAH
KABUPATEN BUNGO Xatim 3
Anggota 3
Anggata 3
JUMLAH
KABUPATEN TEBO Kalim 3
Anggota 3
Anggola 3
JUMLAH
KABUPATEN KERINCT Xatm 3
Anggols 3
ta 3
JUMLAK
KOTA SUNGAI PENUH Hatim 3
Anggota 3
Anggota 3
JUMLAH
11 NOVEMBER WIL i Kabupaten Kerinci P Jaraan P Daetah Pang: Urnum dan Heng Teknis | Peng Umum 1. Pengawasan Umum . DX 2
dan Pangrwasan Pembagian Urusan whl
Taknis Pemenntahan, Keyangan Dalnis + 1
daerah, Parencanaan Katim 2
Pembangunan Anggola 4 o
Jurrish 9
10
10
10
1M GAB [NSPERTORAT PROY JAMBI Peningkalan Kzgadhlys APP K] WF 0 ¥ Nota Dinas
1
Dalnig 1
Kagm 1
Anggota 9
Jumiah 13




waum ¥
ANhQQta 18
Jurnlan 24

PEMERINTAH KABUPATEN MOTA

Tindak Lanjul Hasii Pengaduan Masyarakat

Mengetzhui p dan progres per v
fingak lanjut hasil Pengaduan Masyarakat

PROVINS! JAMEI

Katm &

Anggota 10
Jumlah 1§

€ Nota Dnas

DESEMBER

Dinas Kesehatan

RSUC Rd Matiaher

Rumah Sawi Jiwa

Dinas Tanaman Pangan, Hottikutura dan
Peternakan

Dinas Kehulanan

Reviu DAK Fisk Tahap il Tahun 2019

Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan
capaian output kegiatan DAX, Fistk Tahap I!

PJ1
W 1
Darys 1
Katim 5

Angnotz 15
Jumiah 23

SLHP

will

Dinas PUPR
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Perkebunan

Dinas Perindustrian dan Pardagangsn

Reviu DAK Fisik Tahap Il Tahun 2019

Raviu atas laporan reaksasi penyerapan dana dan
capaian oculput kegiatan DAK Fisik Tahap Ii

PJ1
WPJ 1
Dalnis 3
Katim 4

Anggota 12
Jumigh 18

SLHP

WLt

Dinas Pendicikan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Perhubungan

Reviu DAK Fisk Tzhap (| Tahun 2018

Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan
capaian outpul kegiatan DAK Fisik Tahap

AR
WP 1
Dalnis 1
Katim &
Anggeta 12
Jumlah 19

SLHP

TiM GAB

GPD PROVINSI JAMBI

Stok Oprame dan Kas Opname

Mangetahui posisi kas pada Bendahara Penerimaan
dan Pengeluaran per 31 Desember 2019 can
mengetahu sisa persedraan pada pengurus barang
pengguna per 31 Desember 2019 pada 43 OPD
Provirsi Jamb

Laparan Barang dan
Laporan Kevangan

P
WH 3
Koord 1
Dalres 3
Katim 3
singgola 37
Jumiah 48

1 Nota Oinas

PERENC .
EVALUASI &
PELAPCRAN

OPD PROVINGI JAMBI

Trak Lanjut Hasil Pemeriksaan INSpektorat)

Mengetahui parsaniase dan progres penyalesaan
tingak lanjut hasil temuan pemenks3an

PROVINSI JAMBI

P4
WP
Koor 1
Katm 7

Anggola 14
Jumigh 24

1 Nota Dinas

Plt. Gubernur J

bi

-

H. FACHRORI UMAR
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR
TANGGAL :

RENCANA ANGGARAN BIAYA PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

i

No. KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
¥ Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Rp 2.594.143.700
2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Rp 2.348.418.700
3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Rp 1.104.513.900
JUMLAH Rp 6.047.076.300

Plt. Gqui
e

H. FACHRORI UMAR



